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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
A. PERKEMBANGAN ADMINISTRASI PUBLIK 

Ilmu administrasi publik berkembang sejak abad ke-19 ketika perhatian 

akademisi terhadap kegiatan-kegiatan suatu negara. Revolusi yang mengubah 

administrasi publik menjadi ilmu dan profesi yang mandiri tidak terlepas dari 

upaya dan visi yang berpengaruh dari tokoh Wilson tahun 1887 dan Frank J. 

Goodnow tahun 1900. Kedua tokoh ini merupakan tokoh pertama yang 

menjaga kemandirian ilmu administrasi publik. Mereka menekankan bahwa 

ilmu administrasi publik berkarakter dalam bidang kajian keilmuan yang 

substansinya berasal dari berbagai disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu hukum, 

teori politik, dan beberapa ilmu lainnya. Dalam waktu yang cukup lama, 

beberapa ilmu tersebut telah memberikan pengaruh yang kuat terhadap 

perubahan dan pembentukan ilmu administrasi publik.  

Perhatian terhadap ilmu administrasi publik tradisional sebagaimana 

dikemukakan oleh para pionir selalu tidak dapat dipisahkan dari negara 

hukum. Perwakilan masyarakat di lembaga legislatif membuat undang-

undang dan mendelegasikan tanggung jawab kepada birokrat profesional 

untuk menjalankan kepentingan publik. Menurut (Rosembloom, 1998) 

pendekatan hukum memandang administrasi publik sebagai upaya untuk 

mempraktikkan dan memaksa hukum ke dalam tingkat lingkungan yang nyata. 

Pendekatan kekuasaan ini bersumber dari administrative law, dimana hukum 

sebagai Body of Law and Regulation yang mengendalikan proses administrasi. 

Jadi administrasi publik adalah hukum dalam tindakan dan sistem yang 

diatur. Dengan kata lain, pemerintah memberi tahu warga negara, baik warga 

sipil maupun pengusaha, apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak boleh 

dilakukan. Hukum saja belum mampu menjaga kondisi yang memuaskan bagi 

munculnya kinerja dalam pengelolaan sektor publik. Diakui bahwa sistem 

ketatanegaraan dapat memberikan kinerja yang sehat bagi penyelenggara 

negara. Namun jika dilihat dari prinsip efisiensi dan efektivitas, hasilnya akan 

jauh dari harapan. Hukum yang baik memang mutlak diperlukan, tetapi juga 

dapat menciptakan kondisi inefisiensi untuk menciptakan kinerja pelayanan 

publik yang baik. 

 



 

 

 

BAB 2 

MEMAHAMI JEJARING KEBIJAKAN 

 
A. MENGAPA JEJARING DIANGGAP SEBAGAI PARADIGMA BARU 

Evolusi paradigma administrasi publik menunjukkan pergeseran dari 

model birokrasi yang kaku menuju pendekatan yang lebih adaptif, kolaboratif, 

dan berorientasi pada hasil. Setiap paradigma menawarkan kerangka kerja 

dan prinsip yang relevan dengan konteks dan tantangan yang dihadapi pada 

masanya. 

Dynamic governance adalah beyond result to the process. Bahwa 

seringkali kita terjebak untuk melihat hasil, namun kurang memperhatikan 

proses. Padahal hasil yang bagus tidak akan tercapai tanpa perbaikan proses 

atau upaya membangun dan memperbaiki sistem yang ada. Bahkan panduan 

dynamic governance mengingatkan bahwa beyond improvement to 

innovation.  

Sering kali administrasi publik terjebak pada rutinitas, dan salah satu cara 

untuk memperbaiki kebiasaan yang sudah dilanggengkan tersebut hanya 

dengan cara perbaikan sedikit-sedikit (incremental). Terkadang kita lupa, atau 

bahkan malas berpikir dan melihat ada banyak cara lain yang bisa ditempuh 

untuk mengatasi persoalan yang ada. Bukan hanya improvement atau 

perbaikan terus menerus. Namun cara-cara baru yang sebelumnya belum 

pernah terpikirkan atau belum pernah dicoba untuk dilakukan, sebaiknya 

didorong untuk segera muncul dalam bentuk inovasi. 

Apabila administrasi publik klasik menitikberatkan proses tata kelola 

pemerintahan pada sistem yang berbentuk hierarki, maka New Publik 

Management berupaya menggeser hierarki menjadi partisipasi. Kemudian, 

New Publik Services menekankan pentingnya sharing value di antara aktor-

aktor yang terlibat dalam praktik tata kelola pemerintahan termasuk dalam 

penyelenggaraan kebijakan pembangunan. Dengan demikian dynamic 

governance mengingatkan tentang adanya perubahan pola hubungan lebih 

baru yang dinamakan jejaring (network). Bahkan dibalik agen-agen 

sebenarnya terdapat jejaring yang dapat digunakan dan diberdayakan. Semua 

itu mengarah pada fenomena terjadinya perubahan orientasi dari kuantitas 

kepada kualitas bahkan makna. 

 



 

 

 

BAB 3 

LITERATUR JEJARING KEBIJAKAN 

 
A. PENDEKATAN UTAMA JEJARING KEBIJAKAN 

Dalam literatur yang luas mengenai jejaring kebijakan, ada dua 

pendekatan utama yang dapat membedakan konsep jejaring kebijakan. 

Pendekatan pertama, memandang jejaring kebijakan sebagai suatu jenis 

intermediasi kepentingan, dan telah menjadi dominan di Inggris sampai batas 

tertentu di literatur Amerika. Pendekatan kedua, memandang jejaring 

kebijakan sebagai bentuk tata kelola dan berkembang di benua Eropa, 

khususnya di Jerman dan Belanda. Belakangan, para sarjana Denmark 

berkontribusi pada aliran tata kelola jejaring demokratis dan meta-

pemerintahan. Selanjutnya juga ada tata kelola publik baru dari Osborne dan 

literatur tentang studi implementasi. 

Terdapat perbedaan pendapat mengenai asal muasal studi teori jejaring 

kebijakan. Pandangan (Klijn, 1997) menyajikan pertimbangan menyeluruh 

mengenai fokus asal-usul ini pada tiga disiplin ilmu yaitu: ilmu organisasi, ilmu 

kebijakan, dan ilmu politik. Dalam pandangannya, kontribusi masing-masing 

disiplin ilmu tersebut telah berkembang dalam beberapa tahapan yang 

diuraikan pada gambar berikut ini. 

 
Gambar 3.1. Akar Teoritis dari Konsep Jejaring Kebijakan 

Sumber: Klijn, 1997 



 

 

 

BAB 4 

PERSPEKTIF JEJARING KEBIJAKAN 

 
A. SIKLUS PERTAMA LITERATUR JEJARING KEBIJAKAN  

Siklus pertama literatur jejaring kebijakan telah berkembang terutama di 

sekitar satu dasawarsa. Pertanyaan yang menjadi pusat literatur jejaring 

kebijakan awal adalah apakah jejaring kebijakan hanyalah alat heuristik untuk 

menggambarkan secara spesifik interaksi antara sektor publik dan swasta, 

atau struktur nyata yang ada yang mempengaruhi proses kebijakan (Börzel, 

1998; Thatcher, 1998; Thompson & Pforr, 2005).  

Mereka yang berpendapat bahwa jejaring kebijakan sebagian besar 

merupakan alat heuristik untuk menganalisis interaksi antara berbagai 

pemangku kepentingan, terutama berfokus pada identifikasi beberapa 

dimensi berbeda yang menjadi dasar variasi jejaring kebijakan. Model analitis 

yang telah berkembang dalam literatur intermediasi kepentingan ini 

karenanya paling baik dicirikan sebagai tipologi (Marsh & Rhodes, 1992; Van 

Waarden, 1992). Yang lain berpendapat bahwa jejaring kebijakan lebih dari 

sekadar platform yang memfasilitasi interaksi antara kumpulan pemangku 

kepentingan publik dan swasta. 

Para peneliti ini umumnya mengonseptualisasikan jejaring kebijakan 

sebagai suatu bentuk tata kelola yang berbeda dari hierarki dan pasar (Kenis 

& Schneider, 1991; Scharpf, 1978). Dalam aliran literatur tata kelola ini, 

jejaring kebijakan sering kali dipandang sebagai sintesis dari bentuk 

koordinasi, literatur jejaring kebijakan, dan isu-isu terkait model jejaring 

kebijakan yang masih belum terselesaikan secara teoritis. Bagian ini berfokus 

pada kedua perspektif jejaring kebijakan yang ditemukan dalam literatur 

jejaring kebijakan siklus pertama.  

Pendekatan intermediasi kepentingan terhadap jejaring kebijakan 

dikembangkan untuk menggambarkan hubungan antara negara dan 

masyarakat secara lebih memadai daripada model yang berasal dari 

korporatisme atau pluralisme (Börzel, 1998). Di Amerika Serikat, (Heclo, 1978) 

mengembangkan konsep jejaring isu untuk menggambarkan interaksi antara 

negara dan industri. Heclo berpendapat bahwa konsep segitiga besi yang 

dominan dalam literatur gagal menunjukkan kekhususan pola hubungan yang 

ada antara industri dan pemerintah. Penutupan dan segmentasi jejaring isu 



 

 

 

BAB 5 

PERSPEKTIF JEJARING SOSIAL 

 
A. KONSEP DASAR ANALISIS JEJARING SOSIAL 

Analisis jejaring sosial didasarkan pada kesadaran bahwa selain 

karakteristik individu para aktor, hubungan antara para aktor setidaknya 

sama pentingnya (Wasserman & Faust, 1994). Selama dekade terakhir, 

metodologi untuk menganalisis dan mengkarakterisasi struktur jejaring sosial 

telah berkembang pesat. Analisis jejaring sosial telah terbukti menjadi alat 

yang berguna untuk mengkarakterisasi berbagai aspek masyarakat modern. 

Analisis ini telah diterapkan di banyak bidang, memetakan struktur misalnya 

kelompok kecil, pola perdagangan antar negara, tetapi juga pembentukan 

koalisi dan proses pengambilan keputusan (Wasserman & Faust, 1994). 

Bagian ini menguraikan tentang pengembangan konsep dasar yang 

membentuk blok bangunan perspektif jejaring sosial. 

Pertama, secara singkat menguraikan kemunculan analisis jejaring sosial 

sebagai pendekatan penelitian baru di berbagai disiplin ilmu dalam ilmu sosial. 

Kedua, bagian ini menguraikan konsep-konsep mendasar yang menjadi dasar 

analisis jejaring sosial. Setelah itu, perhatian diberikan pada dua perspektif 

utama jejaring sosial, yaitu analisis peran dan analisis posisi. Bagian ini 

diakhiri dengan ringkasan singkat tentang kelebihan dan keterbatasan analisis 

jejaring sosial. 

Sosiometri dianggap sebagai salah satu titik asal utama untuk analisis 

jejaring sosial. Sosiometri dikembangkan oleh Moreno pada awal abad ke-20 

dan menggambarkan struktur kelompok-kelompok kecil. Visualisasi struktur 

kelompok ini disebut sebagai sosiogram (Knoke & Yang, 2008; Wasserman & 

Faust, 1994). Entitas sosial (individu atau organisasi) digambarkan sebagai 

titik-titik, dan hubungan yang dipertahankan entitas-entitas ini satu sama lain 

diwakili oleh garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang sesuai.  

Para peneliti yang menerapkan sosiometri tidak hanya menggambarkan 

struktur kelompok-kelompok kecil dalam gambar, tetapi juga memasukkan 

analisis dinamika struktur kelompok ini dalam perspektif longitudinal. 

Representasi struktur sosial kelompok kecil dan analisisnya ini menghasilkan 

dua analisis jejaring sosial, yaitu: tampilan visual struktur kelompok, dan 

model probabilistik hasil struktural (Wasserman & Faust, 1994).  



 

 

 

BAB 6 

JENIS AKSI DAN MODEL KEMUDI 

 
A. KONSEP, VARIABEL, DAN PROSES 

Analisis jejaring kebijakan dikembangkan dalam tiga siklus yang berbeda. 

Setiap siklus ini memberikan kontribusi masing-masing terhadap 

pengembangan konseptual literatur jejaring kebijakan. Dalam literatur siklus 

pertama, pendekatan intermediasi kepentingan berfokus pada peluang yang 

diberikan jejaring kebijakan kepada masing-masing aktor untuk mewakili 

kepentingan dan posisi kebijakan mereka (Atkinson & Coleman, 1989; Marsh 

& Rhodes, 1992; Rhodes, 1988; Van Waarden, 1992). Literatur tata kelola 

berfokus pada manfaat jejaring kebijakan sebagai model tata kelola baru yang 

berpotensi lebih efektif dan efisien dari pada hierarki dan pasar (Kenis & 

Schneider, 1991; Mayntz, 1997; Scharpf, 1978).  

Pendekatan manajemen jejaring telah menunjukkan bahwa jejaring 

kebijakan bukanlah struktur statis, melainkan dapat berubah seiring waktu. 

Manajer jejaring memberikan dorongan untuk perubahan yang dapat 

memfasilitasi perilaku kooperatif dalam jejaring. Aliran literatur jejaring 

kebijakan telah memperkenalkan variabel relasional dalam analisis jejaring 

kebijakan dengan cara yang sama seperti variabel relasional 

dikonseptualisasikan dalam analisis jejaring sosial (John & Cole, 1998; 

Sandström, 2008). 

Perspektif jejaring kebijakan dibangun berdasarkan sejumlah konsep 

fundamental. Beberapa variabel dan konsep memiliki analogi yang sesuai 

dalam perspektif jejaring sosial. Bagian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

variabel dan konsep tersebut dan berpendapat bahwa berdasarkan variabel 

dan konsep ini, perbedaan antara dua proses yang berbeda dapat dibuat. 

Bagian ini akan memperkenalkan proses pengarahan dalam jejaring dan 

proses pengarahan oleh jejaring sebagai dua proses yang terkait, tetapi 

berbeda dalam analisis jejaring kebijakan. Salah satu konsep dasar dalam 

analisis jejaring kebijakan dan analisis jejaring sosial adalah aktor. Aktor 

dalam literatur jejaring kebijakan sering dikonseptualisasikan sebagai 

perwakilan organisasi atau kelompok kepentingan yang berpartisipasi dalam 

jejaring untuk mewakili kepentingan organisasi mereka. 

 



 

 

 

BAB 7 

KEMUDI DI JEJARING 

 
A. PEMODELAN KEMUDI DI JEJARING 

Struktur jejaring didefinisikan sebagai sekumpulan simpul (aktor dan 

atributnya) dan hubungan antara simpul-simpul ini. Identifikasi variabel 

komposisi dan variabel relasional ini memungkinkan pemetaan struktur sosial 

jejaring kebijakan. Pemetaan struktur jejaring berdasarkan kedua set variabel 

ini agak statis. Struktur sosial jejaring kebijakan hanya ditampilkan secara 

akurat pada saat pengumpulan data. Namun, struktur jejaring tidak statis, 

melainkan berubah seiring waktu. Struktur sosial suatu jejaring berubah 

karena tindakan tipe I dari para aktor yang tertanam di dalamnya. Baik 

variabel komposisi maupun variabel relasional dari jejaring kebijakan dapat 

berubah karena tawar-menawar atas posisi kebijakan. Proses ini sebelumnya 

disebut sebagai proses pengarahan dalam jejaring. Oleh karena itu, dinamika 

jejaring meliputi perubahan baik dalam komposisi maupun variabel relasional. 

Pengembangan serangkaian hipotesis tentang hubungan antara 

karakteristik struktural awal jejaring dan hasil struktural memerlukan 

penggerak konseptual perubahan dalam struktur sosial dari waktu ke waktu. 

Dalam struktur jejaring awal, posisi kebijakan tersebut mencerminkan 

keluaran kebijakan yang paling disukai oleh setiap aktor. Namun, aktor saling 

bergantung dengan tidak ada satu pun aktor yang mampu menghasilkan 

keluaran kebijakan secara sepihak. Aktor berusaha memaksimalkan utilitas 

prospektif dari keluaran kebijakan dengan berunding dengan orang lain 

mengenai posisi kebijakan.  

Aktor bertukar atribut untuk meyakinkan orang lain agar mengubah 

posisi kebijakan mereka ke posisi mereka sendiri. Tindakan tipe I ini dapat 

mengubah struktur sosial jejaring kebijakan dengan dua cara yang berbeda. 

Pertama, tindakan tipe I mempengaruhi komposisi simpul karena aliran 

atribut dari satu aktor ke aktor lainnya. Kedua, tindakan tipe I mempengaruhi 

jumlah dan komposisi ikatan yang tertanam dalam jejaring. Tindakan Tipe I ini 

dapat mengubah variabel komposisi dan variabel relasional struktur sosial. 

Interaksi antara aktor yang tertanam dalam struktur sosial berubah 

seiring waktu. Struktur jejaring sosial ini memberi kesempatan kepada aktor 

individu untuk mencoba mengendalikan jejaring, tetapi juga memberikan 

batasan pada tindakan tipe I tersebut. Struktur jejaring menyediakan peluang 



 

 

 

BAB 8 

STRUKTUR JEJARING DAN OUTPUT 

 
A. DARI STRUKTUR HINGGA OUTPUT 

Bagian ini menetapkan dua fungsi yang menjadi dasar produksi keluaran 

kebijakan. Sebelumnya, hubungan konseptual antara jejaring kebijakan dan 

keluarannya diidentifikasi sebagai jenis tindakan tertentu. Tindakan tipe II 

didefinisikan sebagai tindakan yang dikoordinasikan diantara para pelaku 

yang bertujuan untuk menghasilkan keluaran kebijakan. Tindakan tipe II 

tersebut dipengaruhi oleh struktur jejaring kebijakan. Tindakan tipe II dan 

aktor jejaring lainnya menentukan keluaran kebijakan yang dihasilkan dari 

tindakan tipe II.  

Penting untuk ditekankan di sini bahwa konsep struktur lokal yang 

tertanam dalam struktur global berbeda dari struktur jejaring lokal yang 

berpusat pada ego yang menjadi dasar hipotesis mengenai proses 

pengarahan dalam jejaring. Sementara struktur jejaring lokal yang berpusat 

pada ego merupakan perluasan dari jejaring ego masing-masing aktor, 

struktur jejaring lokal merupakan elemen jejaring kebijakan yang 

menampilkan karakteristik struktural yang berbeda elemen. Dengan demikian, 

para aktor dapat menjadi bagian dari satu struktur jejaring lokal, tetapi pada 

saat yang sama memiliki hubungan dengan bagian lain dari struktur jejaring 

global. 

Struktur jejaring kebijakan penting untuk tindakan tipe II karena struktur 

tertentu lebih mungkin memfasilitasi koordinasi dari pada yang lain. 

Kegunaan struktur yang kohesif secara sosial untuk tindakan tipe II telah 

diilustrasikan oleh (Coleman, 1990). Kohesi sosial menyiratkan bahwa jejaring 

itu padat dan transitif. Banyak kemungkinan ikatan antara simpul yang hadir 

dalam struktur jejaring seperti itu. Dalam jejaring kebijakan, ikatan antara 

simpul menunjukkan bagaimana posisi aktor kebijakan berhubungan satu 

sama lain.  

Dalam jejaring kebijakan yang kohesif secara sosial, posisi kebijakan aktor 

serupa, yang memfasilitasi koordinasi tindakan tipe II di antara semua aktor 

jejaring. Namun, tindakan tipe II global seperti itu tidak mungkin terjadi 

karena kondisi struktural yang diperlukan untuk mendukung tindakan tipe II. 

Terjadinya tindakan tipe II menunjukkan bahwa para aktor setuju pada 

keluaran kebijakan yang disukai. Kesepakatan seperti itu pada keluaran 
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